PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATENACEH TAMIANG
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAIIM
DENGAN RAHMATALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : & bahwadalam ranpka pelaksanaan Undang-Undang Notnor
32 Tabun 2004 tentang Pemetintahan Daerah sebagaimana
telah’ divbah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerinizh Pengganti Undung-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahian Daersh fadi Undang-Und; dan Undany.
Undang Nomor 11 Tahun 2006 teatang Pemerintahan
Aceh, dipandang perlu menatakembali Susinan Organisasi
dan Tata Kerja Selaetariat Dacrah  Kabupaten Acel
Tamiang sesvai  dengan karakteristik, potensi, kebutuhan
dan kemampuan Daerah;

=

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan dalam suatu. Qamun Kabupaten Aceh Tamiang
tentang Penataan Susunan Orpanisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang,




Mengingst : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahm 1956 tentang Pembentokan -
Dacrah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentulean Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahnn 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103),

=3

Undang-Undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 304 1) schagsimana telah diubah
dengan Undang-Undang Newmor 43 Talwn 1999, (Lentbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169;
‘Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3890);

L

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
v Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Tstimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 3893);

4.,  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan K abipaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
T.ues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamieng di Proviusi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tabun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
TIndonesia Nomor 4176);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Penmdang-vndangan (Lembaran
Negara  Republik Tndenesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389, :

6. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang

s—




Pemerintzhan Daerah sebagaimana telah diubsh dengan
Undang-Undang Nomar 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Perdtran Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3
“Tabum 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undany; Nomor.
32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang  Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keunangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438};

Undang-lindang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh (embaran Negara Republik Fndonesia
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4633);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2004
Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai  Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talum 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);




Dengan Persefnjuan Bersuma
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG
DAN
BUPATIACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN

Menstapken : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANC

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT:
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJZ
KABUPATENACEH TAMIANG
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

a,

b

©

Daetah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsw
Tenyelengpara Pemerintahan Daerali;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang:

\\akal Bupati adalsh Wakil Bupati Aceh Tamiang;

Dagrah yang disebut SETDA adalah Sekretariat Daeral
Kabupaten Aceh Tamiang ; )

Sekretaris Dacrah yang selanjutiya discbut SEKDA adalah Sckretaris Dacrah
Kabupaten Aceh Tamiang;

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Aceh Tarniang;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adala.hl(qmla Satuan Polist Pamong Praja
Kabupaten Aceh Tamiang;

Qamum adalth Qanun Kabupaten Aceh Tamiang




BAE TI
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanunini dibentuk dan ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kblja
Ratuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB 11X
ORGANISASI
Bagian Pertzma Kedudukan, Tugas, Fungsi

Pasal 3
atuan Polisi Pamong Praja adalah vnsur pendukung Perangkat Pemerintah Dacraly

Hipimipin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan berlangmmg jawab kepada
upan melatui Sekeetars Daerah ;

Pasald

Satuan Polisi Pamong Praj: i umum I

i danm l X 1 dan kefertiban murn, mencgakkan
Jannn-Qanun Daersh dan keputusan/peraturan Bupati sesusi dengan ketentuan
Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

Pasal 5
Jalam melak bagai dimaksud pada pasal 4, Satuan Polisi Pamong
‘raj'xmmyelmggamkxnmug&
FehkmmmnRcmmu:ahaanSmmnPulmI‘mnunngja,
Perumusan, peagkords dan’ pelak jak ) dibidang

Lketenteraman dan ketertiban umum serta Qanun yang berlaku;
meummnupmkman&mpemguk upuasmnal penmmeammvmgbaLaku.

I nandan

keﬁembmum.um Daeraly;




¢ Penyusunan progrem kegiatan pembinamn ketenteraman dan ketertily
masyarakat;

f. b kan Qanun dan Ker afuran Bupati;

& Pembumn dalammnbka pemgembangan kapasitas yang meliputi pembina
personil ketatalaksanaz, sammdm prasarana kcgasamanpolm pamﬂngpm

b Delak koordirasi pemt lharian dan penyelenggara:
K den ¥etertiban umum serta) lean Qantm. Keputusen Bup:
dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Neger Sipil (PPN;
dan atau Aparatur lainnya;

i Pengawasanterhadsp masyarakat agar mematubi Qanun dan K eputusan Bupa

j- Pembinazndan pengelolaan Administrasi wmumyang meliputi pelaksanac
kelatausshaan, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapar, Organisasi di

Ketatalakesan: w2an,

kP Lak fugas dan pelaporan;

L Pelaksanaan tugas- kedi rang dit oleh Bupati seswai denge
bldmgulg.asnya_ :

Bagian Kedna
Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

a  Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yar
mengganggy keteateraman dan ketertiban umum;

b.  Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyatakat atau Badan Hulum yan
melakulkan pelanggaran atas Qanun dan Keputusan Bupati;

e, Melakukan findakan repesinon yustisial terhadsp warga masyarakat atau Bada
Huloim yang melakukan pelanggraran atas Qanun dan Keputusan Bupati.

Pasal 7 i

Sauan Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawal Negcl

Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai d.mgan mgzsdﬂnﬁmgamyabmm

peratiran perundang- undangan yang berlaku,




Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuzn Polisi Pamong Praja wajib:

a

b

Menjujung tinggi norma hukum, norma agams, hak asasi manusia dan norma-
TOMHA soﬂal]mmyayaughdupdaantembangdmmakag !

N warga kat yvang dapat

ketentra man dan ketertiban unum.

felaporkan kepada polisi Negara atas di¢riuk diduga ada tindak
pidana.

Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut didupa adanya
pelanggaran terhadap Qarmn dan Keputusan Bupati.

Pasal 9
Sebagian m]ggotannanPoks.lPamcn;. Praju ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai
Negﬁn Sipil sesuai de urin yang berlaku,
| Bagian Ketiga
Susuan Organisasi
Pasal 10/

| (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dri:

@

Kepala Satan Polisi Pamong Praja.

b. Sub Bagian Tata Usaha;

. Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS;
d. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum;
e. Seksi Pernbinaan dan Penyuluhan;

£ Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organsiasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupalan bagian yang tidak terpisshkan dengan Qanun
ink.
’ Paragraf 1

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja




Pasal 11

(1) Kepala Saman Polisi Pamang Praja berkedudukan dibawah dan bertanggung
javwab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Dastah,
(2} Kepala Satuan polisi Pamong Praja mempunyai tugas ;

4 Memimpin dan membina Satman Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan
tugas yang ditetapkan berdasarken Peraturan Perundang-Undangan yang
‘berlaku dan kebijakan Pemerintah Dacrahy,

b. Menyiapkan kebijakan umum dacrah dibidang ketentraman dan ketertiban

unm;
c. h kan kebijakan teknis dibi k dan ketertiban umum di
daerah yang menjad; tanggy bayasesuai kebijal yang
ditetapkan oleh Bupati;
d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang
s menyanglt bidaog ketentrarman, kefertiban, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
i dan Aparatur lainnya;
&. Melaksanakan fugas - tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan
‘bidang lugasnya.
Parapraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 12

(1) Sub Bepion Tuta Useha adelah unsur pembant Kpala Satuan Polis Pamang
Praja dibidang pembi

(2} Sub Bagian Tata Usaha dipimpin olth seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
‘bawah dan bertanggurig jawab Kepada Kepala Kantor.

Pasal 13
Sub Bapian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan Lok
administrasi wmum, k keuangan, lep i ip, organisasi

dan tatalalesana serta hubungan masyarakat.



Pasal 14

|Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Bagian
| Tata. U-ashanmmuuymﬁmgsn
.

umnum, kepegawaian,
hmnpn,mleuglmpm mmail lxngga, penataan arsip dan dokumentasi;
. Penyiapan dala, infi i dan b kat, organisasi dan

c. Pelaksauaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesusi dengan
bidang tugasnya.

Parapraf 3
Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS

Pasal 15

[1) Seksi Penyidik dan Pembinaan PPNS adaloh unsur pelaksans teknis di bidang
penyidikan dan Pembinnen PPNS;

[2) Seksi Penyidik dan Pembi PPNS dipimpin oleh seorang Kepals Seksi yang
berada di bawah dan bertangpung jawab kepads K epala Satuan Polisi Pamong
Praja.

Pasal 16

Seksi Penyidik dan Pembinasn PPNS mcmpunyzu tugas melakukan penyiapan bahan
simbingan d‘anclﬂyﬂnmsem ]n‘u,uums teknis hahan pembinaan dalam

angka k p penyidikan serta pembinaan dan pembe
Pasal 17
Tatuk ke tugas sehagaimana di i 16, Selesi Penyidik

an, Pembinaan PPNS mempunyoi fungsi:
Pznympanbahan pedoman dan petimjuk teknis admmmmnl' penyidikan dan

hadsp Qanun Daerah




b. viapan dan penyus binaan dalam rangke mengkoordinasik
pdaksamau pcnyudllmndau pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

¢ Pelaksanaan lnventari-sasi, pengumpulan bshas dan data dalam rangka
‘pelaksanaan penyidileas;

4 Penyclengaraan koordinzsl pelaksanaan tupas-tugas penyidikan dengan lembaga
pcn\ild.ik serta instans terkait;

e uasi dan pel: hasil pelak peyidik;
£ Pc |aksangan pengawasar dan manitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan;
g Pelaksanaan mges-tugaslainyang diberikan oleh Kepala. Satuan Polisi Pamong
Praja sesuzi denpan bidang tugasnya.
Paragraf 4

Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum

Pasal 18

{1} - Seksi Penertiban dan Penegakan Hulam adalah unsur pelaksanateknis di bidang
penertiban dan Penegakan Hulcum; ¢
(2) Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawal dan bertanggungiawab kepada Kepala Satuan Polisi |

Pamong Praja.
Pasal. 19
Selesi Penertiban den Penegakan Hukum menpunyai tugas melakuk jiapan bahan |
bimbingan, pelayanan dan petunjuk teknis pembinam serla perumusan kebijakan -

dibidang penertiban dmpmegalﬂphuhlmdanpcmnmpemndang-mﬁangan.
Pasal 20

Untuk ugassebegainmara dimaksud pada pasal 19, Seksi Penertiban 1
danPenegaken Hulum mempynyzi fungsi




v Pelaksmxan pengumpulag dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

p rakan peraturan peruad dinpan yang berkaitan de;
pemulaudau kebijakan daershr,

b.  Pengkoordinasian aparat ketertiban, TNL Kepolisian dalam rangka penepkan

T

Melaksanakan penértiban perizinan dan pencgakan hukum,

Pelaksanaan tugas - lugas lainyang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

ep

Paragraf 5
Seksi Pembinaan dan penyuluhan

Pasal 21

(1)  Seksi Pembinaan dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis di bidang
ipembinaan dan penyuhihan terhadap masyarakat;

(2) ,Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja.

Pasal 22

Seksi Pembmaan cfan F:nynluhanmsmpunvm Lugas melakukan penyiapan bahan
k teknis pernbinaan dan pelaksanaan penyuluban

terhadapn dalem rangka kan Qanun, Keputusan Bupari dan Produk
Hukura lainmya.

Pasal 23
Untuk I imana dirnaksud padapasal 22, Seksi Pembinzan

dan Penyuluhan mempunysi fungs:

a.  Pelaksanaan inventarisasi dan pengumpulan bahan serta mempelajeri Peraturan
Perundang-undangat, Qamin, Keputusan Bupati dan Produk Hukum lainnya
' sebapai bahan pembinazn dan penyuluban;




b, Penyiapanbahanbimbingan dan petunjuk teknis penyuhuhan terhidap kelentroman
danketertiban umum,
¢ Pelaksanaan kerja sama dengan Instans] dan Orgamsasi terkait yang menyarighan
dalam bidang pembinaan penyuluban pelanggaran Qaman Dacrah;
d.  Pelaksanaaningas - ugas lain yang diberikan oleh Kepale Satuan Polisi Pamong
Praja sesual dengan bidang tigasnys.
Paragraf 6
Kelompok Jabaian Fungsional -
Pasal 24
Kelompol Jabatan. onal mempunyai g hagian tugas feknis Satuan
Polisi Panong Praja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
Pasal 25

(¢}

@

@
@)
)

Kelompak Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 24, terdirt dari
sejumiah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesvai dengan huisug kexhlmnuya,
]\.dampek}abamnl"ungsmnl dikoord ks Jabatan

sentor yang di.usullcan eleh Kepala Satuan Pohsl Pamong Praja kepada Bupati
melalui Sekretariat Dacrah;

Jumiah Kelompok Jabatan Frngsional schagaimana disebut pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan den beban kerja;

Jenisdan jenjang kelompok jahatan fungsional sebagaimanz dimaksud padaayat
(1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Polisi Pamong Praja sehagai jabatan Fungsional, dilakukan laling
lambat § (lima) talon sejak ditetapkannya Qanun ini.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN




Pasal 26
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon Hla
Kepala Sub Bagian dan Kepala Selsi adalah Jabatan Esclon [V.a
Pasal 27

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangiat dan dibsthentikan oleh Sekretatis
Dacrah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati.

. BAB V
i TATAKERJA

Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan o ional dibidang
penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluban diselenpgarakan sesuai
dengan ketentuan Petaturan Penundang-undangan yang berlaku;
Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Kepala SUUD&&&‘UId&mK@&dJMS} serta Kelompok fabatan Fungsional wajib
di Lmegmsl inkronisas baik dalam I

mAupUn antar St org idilingk Polisi Pamong
Praja serta dengan instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
‘tugas pokoknya masing-masing;
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan Polisi Pamong praja
bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas hawahan dan bila terjadi penyimpangan,
mengambil langkah - langkah sesuai dengan peraluran perundang - undangan
yang berlaku. &




Pasal 29

(1) Atasdsar pertimbangan daya puna dan hasil gune masing-masing pejabet dalam
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mendelegasikan kewenangan-
kewenangan tertentu kepada pejebat setingkat dibawabnya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undaugan yang berlaku; )

(2)  Dalam bal Képala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, Kepala Sub Bagian
atau salah seorang Kepala Seksi melaluican tugas-tugas Kepala Satan Polisi
Pamang Prajasesusi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan
metnpehatilcan senioritas dan kwalitasnya,

(3)  Dalamhal Kepala Sub Bagian stau Kepaka Scksi berbelangan, maka salah seorang
staf Sub Baggan atau staf Seksi melakukan lugas-tugas Kepala Sub Bagian alau
Kepala Selesi sesuai deagan Peraturan Perundang-umdangan yaug betlakn deagan
memperhatikan senjoritas dan kowal itasnya;

Pasal 30
Setiap unsur pimpinan pada uﬂlL!’L’]dW"ﬂlh m:u,,dmudmmemattﬂpemmul\ petinjuk.

dan berlanggung jawab & i cria kon faporan
berkala tetap pada waklunya.

DAL VI
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 31

1) SatuanPolisi Pamong Praja dalam tugasnya dapat bekerj
dengan Kepolistan Negara Republik Indonesian dan Lembaga-lembaga Iaing

2y Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan
fungional, saling membanty dan saling menghormati dengan mengutamakan




Kepentingan urmurn dan memperhatiken hirarki i kode el profes dan birokeasi,

I BAB VI
| PEMBIAYAAN

Pasal 32

! Segalabiaya yang diperlukan untuk meliksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
|dihehankan kepada Anggeran Pendnpatan dus Delanja Dcrsh (APBD) Kabupaten
| Aceh Tamiang dan sumber lain yang ssh dan tidak mengikat,

BAB VIL
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Denghn berlalunya Qanun ini, maka segala Peraturan Dacrab dan Peratusan lainnya
yuuny mesgatur tentzng Pernbentukan Susunan Organisesi dan Tata Kerja Satuan Polist
pamong Praja Kabupaten Aceh Tamiang yang bertentangan dengan Qanur. i
dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB. IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangen akan ditetapkan lebib lanjut
dengan Keputusan Bupati;

(2 Hal-hal yang belum diatur datam Qanun ini, alem ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati sepanjang mengenai peratoran pelalsanamn dengan
memperhatikan Peraiuran Perundang-undangan yang berlaku




Pasal 36

Qanure ini mulal hzriaimmdﬂanggal d;mdanglm
Agar setiap orang. huinya, mer d Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten AcehTamiang,

Drstapian  Karng Darts
I 20 Maset  L7M
L= ST a2
e, pa T

21
SYAHBUDDIN USMAN

Duncngean & Kemng oy

datanogel 21 Bares A07M
ez 7 sl 14
. SEKRETARIS DAERAH
KARUPATEN ACEH TAMIANG,

MARZUKL. AR

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamyiang Tabun 2007 Nomor 6



|
BAGAN STRUKTUR ORGAMISASI DAN
TATA KERLIA SATUAN POLISI PAMONG

Lamplma @ QHUN KABUEATENACEH TAMIANG
NOMOR & TRHUN 2007
THNGGA, - 20 MARET 2007 M

I RABILL AWAL 1428 H

PRAJA KABUPATEN ACEH TAMIANG...
|
KEPALA
KELOMPOK
ABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA
USAHA

‘SEKS| PENERTIBAN

PENYEDIK Dan DAN PENEGAKAN PEMERIARH DAN
PENYULUMAN

PEMBINAAN PRI
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e
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